
BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perizinan
dan non perizinan serta memberikan akses yang lebih luas
kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan
non perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, maka
pelayanan perizinan dan non perizinan perlu dilakukan secara
terpadu;

b. bahwa dalam rangka mempercepat proses pelayanan perizinan
dan non perizinan secara terpadu, telah dibentuk Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

c. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu, maka
dipandang perlu untuk diatur pendelegasian kewenangan
penyelenggaran pelayanan terpadu kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Maluku Tenggara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan
Bupati Maluku Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang
Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah
Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran
Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 264);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-
DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan
Pergudangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu Di Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor
08 Tahun 2008);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12
Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Peraturan Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 12 Seri C);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 15
Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010
Nomor 15 Seri C);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17
Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 17 Seri B);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 18
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 18 Seri
C);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 19
Tahun 2012 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang (Lembaran
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 19 Seri
C);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22
Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2012 Nomor 22 Seri C);
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 24
Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 24 Seri
C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya

disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang
selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP, adalah Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.

6. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk
menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintah dalam bidang pelayanan perizinan.

7. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan
dari Bupati Maluku Tenggara kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Maluku Tenggara untuk menandatangani perizinan atas
nama Bupati.

8. Kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah hak dan
kewajiban Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku
Tenggara untuk menandatangani perizinan atas nama Bupati Maluku
Tenggara.

9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku
Tenggara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara atau
peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau
diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau
kegiatan tertentu.

10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

11. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan
perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu
tempat.

12. Tim Kerja Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Maluku Tenggara yang
anggotanya terdiri dari unsur SKPD terkait yang berwenang melaksanakan
pemeriksaan lapangan dan memberikan rekomendasi mengenai diterima atau
ditolaknya suatu rekomendasi perizinan.
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BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2
Tujuan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah :
a) meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
b) memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh

pelayanan.

Pasal 3
Sasaran pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah :
a) terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti

dan terjangkau; dan
b) meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III
JENIS-JENIS PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 4
(1) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kewenangan

penandatanganannya kepada Kepala KPTSP, meliputi :
a) Perizinan :

1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3) Izin Gangguan (HO);
4) Izin Trayek;
5) Izin Usaha Perikanan;
6) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
7) Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame;
8) Izin Pemilikan/Penguasaan/Pemanfaatan Bumi dan Bangunan;
9) Izin Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
10) Izin Pelayanan Pasar;
11) Izin Persampahan/Kebersihan;
12) Izin Pasar Grosir/Pertokoan;
13) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
14) Izin Pembuatan Cetak Peta;
15) Izin Lokasi;
16) Izin Pemakaian Air Limbah;
17) Izin Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
18) Izin Pelayanan dan Pengabuan Mayat;
19) Izin Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
20) Izin Penyediaan atau Penyedotan Kakus;
21) Izin Pengolahan Limbah Cair;
22) Izin Rumah Potong Hewan;
23) Izin Usaha Peternakan;
24) Izin Pembibitan Ternak;
25) Izin Pakan Ternak;
26) Izin Obat-obatan Ternak;
27) Izin Pelayanan Kesehatan Ternak;
28) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak;
29) Izin Alat/Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
30) Izin Produk Hewan;
31) Izin Usaha Hotel;
32) Izin Usaha Restoran;
33) Izin Penyelenggaraan Hiburan;
34) Izin Prinsip Usaha Jasa Biro dan Perjalanan;
35) Izin Sertifikasi Benih;
36) Izin Pelayanan Kesehatan :
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a. Izin Praktek Dokter Spesialis;
b. Izin Praktek Dokter Umum;
c. Surat Izin Kerja Apoteker;
d. Izin Dokter Gigi;
e. Surat Izin Kerja Asisten/Apoteker/Optisyen;
f. Surat Izin Rumah Sakit Swasta;
g. Izin Praktek Fisiotherapist;
h. Izin Klinik Swasta;
i. Izin Klinik Pratama;
j. Izin Klinik Sosial;
k. Izin Apotek
l. Izin Toko Obat;
m.Izin Laboratorium;
n. Izin Optik;
o. Izin Penggalian Kerangka;
p. Surat Izin Pemanfaatan Sinar-X;
q. Izin Kerja Analisis Laboratorium;

37) Izin Kapal Pengangkutan Ikan;
38) Izin Usaha Peternakan;
39) Izin Lokasi;
40) Izin Usaha Toko Modern;
41) Izin Usaha Waralaba;
42) Izin Penjualan Produksi Usaha Daerah;
43) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri;
44) Izin Usaha Penanaman Modal;
45) Izin Prinsip Penanaman Modal;
46) Izin Perluasan Penanaman Modal;
47) Rencana Perpanjangan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
48) Izin Tempat Pelelangan;
49) Izin Penerangan Jalan;
50) Izin Pelayanan Pasar;
51) Izin Penyelenggaraan Parkir Di tepi Jalan Umum;
52) Izin Terminal;
53) Izin Pengujian Kendaraan;
54) Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi;
55) Izin Pelayanan Kepelabuhanan;
56) Izin Usaha Penyeberangan Di Air;
57) Izin Tempat Khusus Parkir;
58) Izin Pendirian Panti;
59) Izin Penyelenggaraan Kursus/Pendidikan dan Pelatihan.

b) Non Perizinan :
1) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3) Rekomendasi Laik Sehat;
4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5) Tanda Daftar Industri (TDI);
6) Tanda Daftar Gudang;
7) Rekomendasi Laik Timbang/Takar/Ukur;
8) Rekomendasi Laik Jalan;
9) Rekomendasi Kelayakan Amdal;
10) Tanda Daftar Usaha Pariwisata :

a. Jasa Perjalanan Wisata;
b. Penyediaan Akomodasi;
c. Jasa Makanan dan Minuman;
d. Kawasan Pariwisata;
e. Jasa Transportasi Wisata;
f. Daya Tarik Wisata;
g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
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h. Jasa Pramuwisata;
i. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan

Pameran;
j. Jasa Konsultasi Pariwisata;
k. Jasa Informasi Pariwisata;
l. Wisata Tirta;
m.Spa.

(2) Selain jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang
kewenangan penyelenggaraan pelayanannya akan didelegasikan kepada Kepala
DPMPTSP, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 5
(1) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud

pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP.
(2) Kewenangan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati setelah mendapat
persetujuan Bupati.

(3) Dalam setiap penerbitan perizinan, DPMPTSP tetap berkoordinasi dengan
satuan kerja perangkat daerah lainnya yang terkait sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 6
(1) Untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait,

dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis dibawah
koordinasi Kepala DPMPTSP.

(2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan satuan
kerja perangkat daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7
Untuk melaksanakan kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5, pembiayaannya sesuai dengan rencana anggaran satuan kerja
DPMPTSP.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan oleh
Tim yang terdiri dari unsur kerja perangkat daerah terkait yang dibentuk oleh
Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9
Jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yang telah dikeluarkan
dan masih berlaku pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku
sampai dengan akhir masa berlaku izinnya.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
(1) Prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan akan diatur lebih lanjut oleh

Bupati.
(2) Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala

DPMPTSP.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 03 Februari 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

ANDERIAS RENTANUBUN
Diundangkan di Langgur
pada tanggal 03 Februari 2017

SEKRETARIS  DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 53


